
Menimbang:

Mengingat:

BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan Peraturan MEnteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan
Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, maka perlu ditetapkan
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Majene;

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, dipandang perlu§ menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh Kabupaten Majene;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembartan Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indinesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3215);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 9 ‘Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3427);
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4.

5.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3469);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4436);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _— tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
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16.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun
2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun
2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN
STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.

2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
azas otonom dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
Kabupaten Majene.

Bupati adalah Bupati Majene.4.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
dan/atau budidaya.

5.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau
aspek fungsional.

6.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah arahan_ kebijaksanaan dan startegi
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan
pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi
pembangunan.

7.

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan
Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

8.



4

9. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan
kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial
untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber
daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi wilayah sekitarnya.

10.Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan
ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai
pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri
pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak
pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah
tertinggal di sekitarnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Majene adalah:

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Komoditas Kakao di
Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan
Tammero’do sendana, Kecamatan Malunda, dan Kecamatan
Ulumanda;
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Blok Mandar dengan luas
4196,25 Km2 perairan selat Makassar, Kecamatan Banggae
Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang,
Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, dan
Kecamatan Tammero’do;
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pusat Ibu kota Pendidikan
Sulawesi Barat di Kecamatan Banggae dan Kecamatan
Banggae Timur;

. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pariwisata Budaya Mandard.
di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae,
Kecamatan Pamboang, dan Kecamatan Sendana;
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pelabuhan Perikanan
Nusantara di Kecamatan Sendana;
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan di Kecamatan
Malunda;

e.

f.

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan di Kecamatan
Banggae, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana.

g.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten
Majene di Selenggarakan berdasarkan Prinsip:
a.

b.

Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan
investasi;
Kepastian hukum tentang jaminan keamanan_ investasi,
kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha
melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan
investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku
usaha di hulu dengan di hilir;
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c. Keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di Pusat,
provinsi, dan Kabupaten, dengan kegiatan pelaku usaha dan
masyarakat sesuai dengan kebutuhan;

d. Peningkatan keterkaitan yang saling menguntungkan antar
pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) melalui pemberdayaan mayarakat UMKM;

e. Pengutamaan’ keterkaitan yang saling menguntungkan
antarpelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengupayakan
keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan serta
produksi di kawasan sekitarnya;

f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan
secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat; dan

g. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industry
pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan
tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 4

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten
Majene adalah:

a. Mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya
secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan ketahanan nasional;

b. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan
antarwilayah secara fungsional, dan antar daerah yang
relative sudah berkembang dengan daerah tertinggal di
sekitarnya dalam suatu keterpaduan_ sistem wilayah
pengembangan ekonomi;

c. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik
daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan
kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan_ kelestarian
lingkungan;

d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan
antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka
mendorong pelaksanaan otonomi daerah; dan

e. Mewujudkan lingkungan fungsi ruang dan mencegah serta
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 5
Untuk kesinambungan Pembangunan Kawasan Strategis Cepat
Tumbuh sebagaimana dimaksud pasal (4) perencanaannya perlu
di integrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Majene dan rencana turunannya.

Pasal 6

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan
secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



6

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 8

Segala Peraturan Bupati yang materinya bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 25 Maret 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 25 Maret 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 NOMOR 8.


